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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perjanjian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah
(UnKM) dalam pemberdavasn kegiatan golonpan ekanami lemah pada I:"['_pl_:['|'|:'l_l_'u,|il.|_:,u]
ckenomi rakvat (FT PER) Riau, karena pada saat sekarang ini sanpat diperlukan suatu
lembaga keuangan vang memberikan kredit untuk gelongan ckonemi lemah dengan
persyaraton, dan proses vang muodah serta bunga vang rendab. PT Permadalan Ekanomi
Rekyat (PT PER) adalah salah satu lembags keusngen buken bank yang didirikan seiring
dengan perkembangan bary penyelengoaraan pemerintabon doerah, dimana pemeringah
seovinal Riau merasa perlu untuk membanzun suate lembaga kevangan bukan bank (BUNI
milik provinst Riau) yang dapet membantu mengembangkan usaha mikro, kecil dan
menangah untuk meningkatkan perckonomian masvarakat ekenomi lemah unmek lehih
berkembang dengan pemberian kredit oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat (T PER)..
Permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana kedudukan PT. Permodalan Ekonomi
fakyvat (PT PER) sebapai lembaga keurngan bukan bank. bageimana pelaksanaan perjanjian
kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMEM) pada PT. Permodalan Exonemi
Fakvat (T PER) Kiau. apakah kendala-kendala dalam pemberian kredit untuk Usaha Mikeo,
Foecil don Menengah pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat (FT PER} Riau. Metode
sendekatan vang dilakukan adalah vuridis sosiologis, yaitu penerapan hokuem ke dalam kasus
Lonkrit secara sistematis mengenai fzkta di lapangon denpgan judul penelitian vang akan
diangkar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Permedalan Ekonomi Rakyat (PT PER)
adaleh lembaga kevangan bukan bank (BUMD} milik dagrab Riao yang melakukan usaha
dividang pemberian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Proses lahimya
perjanjian pads dasarmya didehulai dengan penawarsn dari P Permedsalan Ekanomi Rekyat
[FT PER)} melalui brosur dan prolil company, apobila semua persyaratan formal telah
dipenuhi oleh nasabah, maka nasabah dapat melanjutkan dengan mengajukan permohonan
kredit dengan mengisi formulir permohenan kredil, maka PT  Permedalan Ekonomi Rakyat
(FT PER) selaku pemberi kredit mempertimbangkan dan memutuskan apakah permohenan
rredit tersebut dapat diterima ateu ditelek. Apabils permahonan kredit diterime maka dapat
diteruskan dengan perjanjian kredit yang mana pecjanjian kredit itu sendiri telah diteapkan
dalam suatu perjanpian baku, di delam perjanjian tersebut dimuat mengenai hak dan
sewajiban para pilak, mulai darf pengucuran kredil, sampai denpan pelunasan kembali aleh
nasibah ata dehitur, Pada hakekainva kendela dalam pemberian Lredit tersebut dari T
Permadalan Ekenomi Rakyat sebenarnya sudah diantisipasi dengan adanya persyaratan yvang
harus dipenuhi eleh pihak debitur, Hal ini dilakukan dalam rangka kehatia-hatian pihak PT
Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) sendiri darl hal-hal vang mungkin terjadi di
nemudian hari, misalnya dalam pemberian kredit divwajibkan adanya jaminan’ agunan.
Dimana jominan fagunan tersebut harus lebih besar jumlahnya dari jumnlah nominal kredit
vung diberikan kepada Debitur untuk mengantisipasi apabila kredit yang diberikan sekiranyva
werjadi kemacetan atau hal vang diluar dugean. Hanya saja ini yang menjadi halangan bagi
debitur untuk dapat meminjam vang karna t2k semua dori Debitur bisa memenuhi persvaratan
terselmur.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakanp

Perlumbuhan dan perkembangan dalam bidang sosial, ekononi serto
politik pada saat sekarang sangatlab pesat, kKhususnye di bidang ckonomi dan
permbanpunan, perkembangsn dan perfumbuban yang dinmksud boveslol sesual
seriy séjalan dengan tujuan negara Republik Indonesiz dulam Pembukaun
Uniang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alines keemput, di
sanm ditegaskan balwa salsh satu tujuan pegara Republik Indoncsia adalah untuk
mewitjudkan kesejahteraan wnum.

Dalam hal mn.:rntljul-;uln kescjahteraan umum ink pemerintah hars dapat
mewijudkan masyarakat adil dan makmoer berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk mencapai tujuan
tersebut pembangunan dan restrukiorisast di bidang  ckonomi harus  lebih
memperhatikan keserasion,  keselarssan,  dan keseimbmngan  unsur-unsur
pemeralaan pembangunan periumbulan ekonomi dan stabilitas ckonomi.

Upava vang dilakukan dalam rangka memperbaiki stabilitas ckonomi
masional ini harus melipeti segenap unsur yang terpadu dan ditunjang oleh sistem
vhonom  kerakyatan. dimana sisterm Kerakyatan tersebut berlumpn kepada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan sistem persaingan yvang sehat dengon
memberdayakan selurubh  lapisan masyarokat,  teratama pengussha kecil

{onterprenenr) dan menengah,



Mengenai Kebyakan terbadap kelompok pengusaba kectl, menengah dan
koperasi ini terdapat perumusannya dalomy TAP MPR No. IV/MPRIY99 Tentang
Garis-garis Besar Hualuan Negara, Pada Pab 1V hurul b angka 11 mengenai arah
kehijakan pemerintah dalam bidang ckonomi dinyatakan bahwa:

"Memberlayakan pengusaha kecil. menengah dan koperasi apar lebih etisien.

produbkitil dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif
dan perpeluang usaha seluas-luasnyva bantuan fasilitas dari negara diberikan secara
sefektil terutama dalom beptuk perlindunsan dari persaingon vane ldsk sehu,
pendidikan dan pelayanan informasi bisnis dan teknologt, permodaian dan lokasi
usa”

Pari kebijakan pemerintah tersebut di atas dapat dilihit babwa sebenariya
pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap kelompok penpusaha kecil,
menengah dan koperasi, dimana kelompok-kelompok tersebut adalah merupalan
faktor pendorong perekonomian nasional vang elektils mempunyal persn serla
vang juga sangat penting dalam menumbubkan dan mengembangkan polensi
ekonmnd rakyat, Namun di balik semua itu bapvak disntara pengusaha yang tidak
bisa menjalankan usshanya dengan baik karena kekurangan dalam bal modal G
skill.

selaras dengan itu tumbuhnya berbapgal lembaga-lembaga keusngan baik
perbankan mavpun nonbank sangat dibarapkan, dun divpavakan dapat memberi
phyaman puna menunpong kebuluhan-kebutuhan masyarakat akan  medal
Mengingat modal sangat diperlukan sekali untuk mendorong dunin usaba gunn
lebth menpembangkan diri menjadi pelaku usaba yang mapan, terutama usahs
kecil dan menengah.

Sebagaimana kita ketahwn lembaga keuangan sendied terdin dari tiza jenis

vaitu: (a) lembaga Keuangan bank dan (b} lembaga kevangan bukan bank dan (c)

ot



BABR IV

FENUTURP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penefitian maka penulis dapat memberikan kesimpolan

sebagal berikut

PT Permodalan Ekononn Rakvat (PT PER) Riau menupakan
lembaga keuanpan bukan bank dalam bentuk Badan Usaha Milik
Daerah Riaw vang didirikan dengan peraturan daerah Neo. 19 whun
2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang pembentukan BLUMD PT
Permodalan  Ekonome  Rakvat (PT PER) dan  dalam  rangka
mewigudkan vist Raan 2020 untuk mewuwjudkan provingt Riau
sehagai  pusat  perekonomian dan  kebudayaan Melayu  dalam
lingkungan agamis, seiahtera lahir dan bathin di kawasan Asia
Tenggara tahun 2020 telah sejalan sebagaimana mestinya menurut
peraturan perundangan vang berlaku. Pendinan PT permodalan
Ekonomi Rakvat (PT PER} ini merupakan kemauan dan pemerintah
Provinst Riau  untuk mewadahi keinginan pengusaha mikro kecil
dan  menengah  akan modal dan  membantu  mereka  dalam
permasalahan manajemen.

Proses lahirnva perjanjian  pade dasarnya  didahului  dengan
pengwaran dan PT Permaodalan Ekonomi Rakyat (PT PER} melaln
brosur dan profil company, apabila semua persyaratan formal 1elah

dipenubi oleh nasabah, maka nasabab dapat melanjutken dengan
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